


Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan
semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara
transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 — 2021
sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, makan
disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil,
namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.
Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja
ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek
perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi
pelaksanaannya.




Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan
Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul, Februari 2021




Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana
instansi  pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan
publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema
pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas
kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan
Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara
transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah
berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal
tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah menetapkan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 8 tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.




Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 125
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah meyelenggarakan
urusan pemerintahan idang Perpustakaan dan kearsipan. Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan
roda Pemerintahan, antara lain :

Pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan.

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
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Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas
dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan
mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran
pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yang
telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian IKU, disimpulkan
bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Rendah, dengan rata-rata capaian
sebesar -77,04%. Ada satu (1) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat
tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar
Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria Sangat Rendah (0% s/d
50%) , yaitu :

1. Persentase peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian

kinerfja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan
pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya




perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat
akan bisa dicapai.
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BAB |
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul ini memiliki fungsi dan
peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah. Hal
ini ditunjang oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009
tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Bantul yang melaksanakan tugas dibidang perpustakaan dan kearsipan
berkedudukan di Kabupaten Bantul. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul mengemban amanah
sebagai pelaksana urusan wajib perpustakaan dan kearsipan. Dalam peranannya
sebagai urusan wajib perpustakaan Lembaga harus siap untuk ikut serta dalam
mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau literature yang terseleksi dan
uptodate, memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat baik di
lokasi perpustakaan maupun melalui perpustakaan keliling. Hal ini perlu dilakukan
karena minat baca masyarakat Bantul masih rendah. Oleh karena itu dengan
adanya Lembaga Perpustakaan Daerah diharapkan mampu meningkatkan minat
baca masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
arsip ( Gerakan tertib arsip ) di lingkungan OPD Kabupaten Bantul.

Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan dan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul.

B. Pembentukan OPD

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul merupakan unsur
pendukung tugas Bupati di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang di pimpin
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oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai tugas pokoknya adalah
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan bidang perpustakaan dan kearsipan yaitu :

a.  Perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan;

b.  Pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan;

c.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas

dan fungsinya.
Selanjutnya susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :
(1) Sekretariat:;
(2) Bidang Perpustakaan:
(3) Bidang Kearsipan;
(4) Bidang Pelayanan;
(5 UPT; dan
(6) Kelompok Jabatan Fungsional
Rinciannya sebagai berikut :
(1) Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas
melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan
tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Sekretariat menyelenggarakan fungsi

a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;

b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi  kepegawaian,
ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum,
organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi;

d. Pengelolaan barang milik daerah;

e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuanorganisasi di lingkungan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;




. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat; dan

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiriatas :

. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset:

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
Penyusunan rencana kerja Sub bagian;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan
evaluasi;

Penyiapan bahankoordinasi dan penyusunan rencana strategis:
Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan dan
anggaran;

Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.

Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;

Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub
Bagian; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
e Penyusunan rencana kerja Sub bagian;

» Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan
kepegawaian;

e Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;

e Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian:

e Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;

* penyiapan dan pelaksanaanurusan tata persuratan dan kearsipan;

e penyiapan dan pelaksanaanurusankerjasama dan kehumasan;
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e penyiapan dan pelaksanaanurusanhukum, organisasi dan tata
laksana;

 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporantugas dan fungsi Sub
Bagian; dan

e pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh
Sekretarissesuaidengantugas dan fungsinya.

(2) Bidang Perpustakaan.

Bidang Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perpustakaan dipimpin

oleh Kepala Bidang. Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan. Bidang
Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

f.

g

penyusunan rencana kerja Bidang;

penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan
perpustakaan dan akuisisi dan pengolahan;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan
perpustakaan dan akuisisi dan pengolahan;

. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang

pembinaan perpustakaan dan akuisisi dan pengolahan;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan

perpustakaan dan akuisisi dan pengolahan;
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsiSeksi;
dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perpustakaan, terdiri atas :

a. Seksi Pembinaan Perpustakaan : dan

Seksi Pembinaan Perpustakaan berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan. Seksi Pembinaan
Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembinaan Perpustakaan
mempunyai tugas menyiapkan vahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan bidang pembinaan perpustakaan. Seksi Pembinaan Perpustakaan
menyelenggarakan fungsi :

@®

Penyusunan rencana kerja Seksi ;
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Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan perpustakaan;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan
perpustakaan;

Pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan perpustakaan;
Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK);

Pendataan perpustakaan;

Pengoordinasian pengembangan perpustakaan:
pemasyarakatan/sosialisasi, dan evaluasi pengembangan perpustakaan;
pendataan tenaga perpustakaan;

pemberian  bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis
kepustakawanan;

penilaian angka kredit pustakawan;

pengoordinasian pengembangan pustakawan dan tenaga teknis
perpustakaan;

pemasyarakatan/sosialisasi:

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang
pembinaan perpustakaan

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan
perpustakaan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;
dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya

. Seksi Akuisisi dan Pengolahan.

Seksi Akuisisi dan Pengolahan berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan. Seksi Akuisisi
dan Pengolahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Akuisisi dan
Pengolahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan bidang akuisisi dan pengolahan. Seksi Akuisisi
dan Pengolahan menyelenggarakan fungsi :

¢ Penyusunan rencana kerja Seksi

e Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang akuisisi dan
pengolahan;




Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang akuisisi dan
pengolahan;

Penyusunan kebijakan pengembangan koleksi;

pelaksanaan hunting, seleksi, inventarisasi, dan desiderata bahan
perpustakaan;

pelaksanaan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui
pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan;
penganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan
transliterasi (alihaksara), translasi (terjemahan), dan sejenisnya;
pemetaan naskah kuno dan koleksi daerah (local content) di
wilayahnya;

pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi
daerahlocal content);

penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan perpustakaan;

penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek,
dan

penyelesaian fisik bahan perpustakaan;

pelaksanaan verifikasi, validasi, pemasukan data kepangkalan;
pelaksanaan survey kondisi bahan perpustakaan;

pelaksanaan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan dalam
“bentuk mikro film maupun digital;

pelaksanaan  perekaman, pencucian, penduplikasian bahan
perpustakaan;

penempelan identitas pada kotak miko film/digital;

pemasukan data pada komputer;

pemeliharaan dan penyimpanan master reprografi, fotografi, dan
digital;

pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan;

pelaksanaan control kondisi ruang penyimpanan;

pembersihandebu, noda, dan selotape;

pelaksanaan pemutihan, deasidifikasi, mending, dan filing bahan
perpustakaan;

penjilidan dan perbaikan bahan perpustakaan;

pembuatan folder, pamflet binding, dan cover;




e pembuatan map dan portepel;
* penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang

akuisisi dan pengolahan;

o pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang akuisisi dan

pengolahan;

* pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi

Seksi; dan

 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya

( 3 ) Bidang Kearsipan.
Bidang Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kearsipan dipimpin oleh Kepala
Bidang.

Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan.

Bidang Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

f.

penyusunan rencana kerja Bidang;

penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan arsip
dinamis dan pengelolaan arsip statis;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan arsip
dinamis dan pengelolaan arsip statis;

- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang

pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan

arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis;
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi
Bidang; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kearsipan, terdiri atas :

a.

Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis: dan
Seksi Pengelolaan  Arsip Dinamis berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kearsipan. Seksi Pengelolaan
Arsip Dinamis dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis
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mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan bidang pengelolaan arsip dinamis. Seksi Pengelolaan Arsip

Dinamis menyelenggarakan fungsi :

Penyusunan rencana kerja seksi ;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan arsip
dinamis;

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan arsip
dinamis;

Pelaksanaan pembinaan kepada unit pengolah dalam menyampaikan
daftar arsip aktif kepada unit kearsipan paling lama 6 (enam) bulan
setelah pelaksanaan kegiatan;

menyediakan, mengolah, dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan
penggunaan internal dan kepentingan publik;

pelaksanaan pemeliharaan arsip inaktif melalui kegiatan penataan dan
penyimpanan arsip inaktif;

pelaksanaan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan
penyusunan daftar arsip inaktif;

pelaksanaan pemindahan arsip inaktif di lingkungan pemerintahan
daerah;

pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kearsipan pada perangkat
daerah, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik
pelaksanaan audit kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, dan
organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik;

pelaksanaan penilaian hasil pengawasan kearsipan pada perangkat
daerah, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik;
penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang
pengelolaan arsip statis;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan
arsip dinamis;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;
dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya

Seksi Pengelolaan Arsip Statis.




Seksi Pengelolaan Arsip Statis berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kearsipan. Seksi Pengelolaan
Arsip Statis dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pengelolaan Arsip Statis
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan bidang pengelolaan arsip statis. Seksi Pengelolaan Arsip Statis
menyelenggarakan fungsi :

e Penyusunan rencana kerja Seksi ;

 Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan arsip statis;

* Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan arsip statis;

e pelaksanaan monitoring, penilaian dan verifikasi terhadap fisik arsip dan
daftar arsip;

* pelaksanaan persiapan penetapan status arsip statis;

¢ mengusulkan pemusnahan arsip;

* pelaksanaan persiapan penyerahan arsip statis;

e menerima fisik arsip dan daftar arsip.

¢ Pelaksanaan penataan informasi arsip statis;

 pelaksanaanpenataanfisikarsipstatis;

* menyusun guide, daftar, dan inventaris arsip statis:

* melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan, dan pelindungan arsip statis;

* pelaksanaan perawatan dan perbaikan arsip statis serta penyelamatan
arsip statis akibat bencana;

* pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip statis;

* pelaksanaan pengujian autentisitas arsip statis.

» Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang
pengelolaan arsip statis;

* pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan
arsip statis;

* pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;
dan

* pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4 ) Bidang Pelayanan.
Bidang Pelayanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan dipimpin oleh Kepala
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Bidang. Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan perpustakaan dan kearsipan.
Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Bidang;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pelayanan perpustakaan
dan kearsipan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan perpustakaan
dan kearsipan
d.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang
pelayanan perpustakaan dan kearsipan;
e.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan
perpustakaan dan kearsipan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi
Bidang; dan
g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Pelayanan, terdiri atas :
a. Seksi Pelayanan Perpustakaan; dan
Seksi Pelayanan Perpustakaan berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan. Seksi Pelayanan
Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan
Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan perpustakaan. Seksi
Pelayanan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :
e Penyusunan rencana kerja Seksi ;
e Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pelayanan
perpustakaan;
e Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan
perpustakaan;
» Pengoordinasian penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan
perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat;
* Penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan
referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;
e Penyelenggaraan layanan ekstensi (perpustakaan keliling);
e Penyusunan statistic perpustakaan;
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o Pelaksanaan bimbingan pemustaka;

e pelaksanaan stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan
(weeding);

o pelaksanaan promosi layanan;

e penyediaan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka
terhadap koleksi perpustakaan;

¢ pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka;

e pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, lunak, dan
pangkalan data;

¢ pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;

e pengelolaan dan pengembangan website;

 inisiasi kerjasama perpustakaan;

¢ pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerjasama;

e pengembangan dan pengelolaan kerjasama antar perpustakaan;

¢ pengembangan dan pengelolaan kerjasama jejaring perpustakaan:

e pengkajian minat baca masyarakat;

e pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca;

e pengoordinasian pemasyarakatan/ sosialisasi pembudayaan
kegemaran membaca;

e penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise
bidang pelayanan perpustakaan;

» pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang
pelayanan perpustakaan;

 pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi
Seksi; dan;

¢ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya

b. Seksi Pelayanan Kearsipan.

Seksi Pelayanan Kearsipan berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan. Seksi
Pelayanan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan
Kearsipan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan
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pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kearsipan. Seksi Pelayanan

Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

e Penyusunan rencana kerja seksi ;

e Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pelayanan
kearsipan;

* Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan
kearsipan;

» Pelaksanaan layanan arsip dinamis, layanan arsip statis,

e Pelaksanaan penelusuran arsip statis,

e Penyiapan bahan dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip;

e Pelaksanaan pameran arsip statis;

* Pengelolaan pengaduan masyarakat;

¢ menghimpun data informasi kearsipan;

e mengunggah data informasi kearsipan kedalam system informasi
kearsipan;

* pengelolaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi:

* penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN:

» evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN
sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat
jaringan nasional;

e penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise
bidang pelayanan kearsipan;

e pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang
pelayanan kearsipan;

» pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi
Seksi; dan

» pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(5) UPT

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dibentuk UPT untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu Namun sampai saat ini belum dirasa periu untuk
membentuk UPT sebab Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan
tata kerja UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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(6 ) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi
yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai
dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok
Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan. Jumlah tenaga
fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan
jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional di
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Pustakawan dan Arsiparis.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :
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D. Keragaman SDM

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki SDM yang beragam. Jumlah
keseluruhan Pegawai/ASN sampai 31 Desember 2020 ada 38 yang berdasarkan jenis
kelamin terdiri dari 21 atau 55% laki-laki dan 17 atau 45% perempuan. Sedangkan
berdasarkan jabatan terdiri dari Arsiparis 4, Pustakawan 12, Fungsional Umum 18
pegawai. Berdasarkan tingkat Pendidikan terdiri dari S2 ada 4 pegawai, S1 ada 12
pegawai, D3 ada 13 pegawai, SMA ada 9 pegawai. Adapun Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan juga dibantu oleh tenaga kontrak yang berjumiah 27 orang yang terdiri dari
20 laki-laki dan 7 perempuan.

E. Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul dari berbagai
aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul.
Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2016-
2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus
diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan
sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan
dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten
Bantul 2016-2021. Adapun Isu strategis yang ditangani Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan pada periode tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan pelayanan perpustakaan dan kearsipan
2. Pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan

3. Pembinaan sumber daya manusia pengelola perpustakaan da kearsipan
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BAB Il
Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi (visi + misi adalah visi bupati yang di dukung oleh OPD
bersangkutan)

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan mendukung visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yaitu :

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera,
berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah
Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI)”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi
diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Misi ke-1 :Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan
bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

Misi ke-2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas,
terampil dan berkepribadian luhur.

Misi ke-3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan
pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Misi ke-4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum,
pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
dan pengelolaan resiko bencana.

Misi ke-5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis,
nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Berdasarkan visi dan misi tersebut dengan didukung perkembangan teknologi
informasi, pengembangan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi, sehingga dapat menempatkan diri sebagai Institusi penumbuh minat baca bagi




masyarakat dan penyedia informasi yang dapat diperoleh dengan mudah , cepat dan
akurat, maka Dinas Perpustakaan da Kearsipan mengampu 2 Misi yaitu :

Misi ke-1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan
bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

Misi ke-2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas,
terampil dan berkepribadian luhur.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan
permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar

dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi
pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah
sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Perpustakaan sebagai sumber referensi dan
Kearsipan yang Autentik dan terpercaya

2. Mewujudkan pelayanan berkualitas bagi pemustaka dan pengguna arsip
sesuai standar pelayanan perpustakaan & arsip.

Tabel Il. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan
sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan Mewujudkan Meningkatnya Persentase SKPD yang
tata kelola Tata kelola penyelenggaraan  menyelenggarakan
pemerintahan Perpustakaan  kearsipan sesuai kearsipan sesuai
yang baik, sebagai standar standar

efekiif, efisien sumber

dan bebas dari referensi dan
KKN melalui Kearsipan yang
Percepatan Autentik  dan
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